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ABSTRAK

Rizky Paramita Basae

4011311096

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)
Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Bangka

Skripsi Fakultas Hukum 2017

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Main Hakim Sendiri (Eigenrichting),

Tindak Pidana.

Main hakim sendiri (eigenrichting) adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut
kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut
kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang
berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi perorangan tanpa melalui
proses persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban
pidana pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten
Bangka dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim
sendiri dalam konteks alasan penghapus pidana. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis empiris dan juga yuridis normatif serta menggunakan pendekatan
konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Pertanggungjawaban
pidana pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten
Bangka dapat dikenakan apabila memenuhi unsur-unsur pasal yang mengatur yang
diantaranya adanya kesalahan. Main hakim sendiri yang dilakukan 1 (satu) orang
dapat dikenakan dengan Pasal 351 KUHP. Sedangkan main hakim sendiri yang
dilakukan oleh lebih dari satu orang dapat dikenakan dengan Pasal 170 KUHP
ataupun dengan Pasal 351 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP tergantung juga
dari kualitas luka-luka yang ditimbulkan atau  kematian. Main hakim sendiri apabila
dikaitkan dengan alasan penghapus pidana juga dapat diterapkan. Penerapan alasan
penghapus pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dapat diterapkan apabila
memenuhi unsur-unsur pasal terkait alasan penghapus pidana, yaitu: Pasal 44 KUHP,
Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat 1 KUHP, Pasal 49 Ayat 2 KUHP, Pasal 50 KUHP,
Pasal 51 Ayat 1 KUHP, dan Pasal 51 Ayat 2 KUHP.
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ABSTRACT

Rizky Paramita Basae

4011311096

Criminal Responsibility of the Offender of Self-Judgment (Eigenrichting) towards

the Offender of Criminal Act in Bangka Regency

Keywords: Criminal Responsibility, Eigenrichting, Crime

Self-judgement (eigenrichting) is an action to do the right according to his own disire
which is arbitrary without the consent of other interested parties; this is the
implementation of individual sanction without going through the trial process. The
purpose of this research is to determine criminal responsibility of the offender of self-
judgment towards the offender of criminal act in Bangka Regency and also to
determine the criminal responsibility of the offender of self-judgment in the context of
criminal removal. This research used juridical empiric and judical normative and
also using conceptual approach, case approach, comparative approach. Criminal
responsibility of the offender of self-judgment towards the offender of criminal act in
Bangka regency may be applied if they meet the elements of regulated article such as
an eror. Self-judgment which is done by one person may be imposed with Article 351
Penal Code. Whereas self-judgment which is done by more than one person may be
imposed with Article 170 Penal Code or Paragraph 351 jucto Paragraph 55
Sentences (1) Penal Code depends on the quality of the injuries inflicted or death. If
self-judgment is related to the reason for criminal removal can be applied. The it
meets the elements of the Paragraph regarding the reasons for criminal removal,
they are: Paragraph 44 Penal Code, Paragraph 48 Penal Code, Paragraph 49
Sentences 1 Penal Code, Paragraph 49 Sentences 2 Penal Code, Paragraph 50 Penal
Code, Paragraph 51 Clause 1 Penal Code, and Paragraph 51 Sentences 2 Penal
Code.
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